Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Silpa, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 by Prismadani, Galih & -, Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si
i 
 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI 
UMUM, SILPA, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL 
SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KABUPATEN 













    Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 














PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 





 HALAMAN PERSETUJUAN 
 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI 
UMUM, SILPA, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL 
SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KABUPATEN 










B 200 140 250 
 
 










 HALAMAN PENGESAHAN 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, 
SILPA, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL 
MODERATING PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA 





B 200 140 250 
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Pada hari Sabtu 16 Januari 2020 




1. Drs. Suyatmin Wakitoadi ., M.Si   (…………………..) 
(Ketua Dewan Penguji) 
2. Dra Rina T., M.Si, Ph.D, Ak 
(Anggota I Dewan Penguji )     (……………..........) 
3. Dra Nursiam, Ak, M.H 
(Anggota II Dewan Penguji )                (…………………..) 
 
Mengetahui, 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 









             Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
            Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 


















PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, 
SILPA, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL 
MODERATING PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA 
TENGAH TAHUN 2014-2016 
 
Abstrak 
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran modal dalam 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah asset tetap. Selama ini 
belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang 
produktif.Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 
mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, SiLPA, dan 
Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal 
sebagai Variabel Moderating Tahun 2014-2016.Populasi dalam penelitian ini 
adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 
Kabupaten/Kota.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan 
Realisasi APBD tahun 2014-2016. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian 
hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan Moderated Regression Analysis. 
Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi 
klasik.Hasil dari penelitian ini menunjukan 1) pendapatan asli daerah berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) dana alokasi umum berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 3) sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 4) dana alokasi khusus berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 5) belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 6) pendapatan asli daerah tidak memoderasi belanja modal terhadap 
hubungan pertumbuhan ekonomi. 7) dana alokasi umum memoderasi belanja 
modal terhadap hubungan pertumbuhan ekonomi. 8) sisa lebih pembiayaan 
anggaran tidak memoderasi belanja modal terhadap hubungan pertumbuhan 
ekonomi. 9) dana alokasi khusus memoderasi belanja modal terhadap hubungan 
pertumbuhan ekonomi. 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, SiLPA, Dana  
Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. 
 
Abstract 
Local governments allocate funds in the form of capital budgets in the Regional 
Revenue Expenditures to add fixed assets. So far, regional spending has been used 
more for routine expenditures which are relatively less productive. The purpose of 
this study is to prove empirically about the influence of Local Revenue, General 
Allocation Funds, SiLPA, and Special Allocation Funds on Economic Growth 
with Capital Expenditures as Moderating Variables in 2014-2016. The population 
in this study is the Regency / City of Central Java Province which consists of 35 
Regencies / Cities. This research uses secondary data in the form of 2014-2016 
APBD Realization Report. In this study, the model test for hypothesis testing will 
be carried out using Moderated Regression Analysis. The data that has been 
collected is analyzed first by testing the classical assumptions.The results of this 
study indicate 1) local revenue has an effect on economic growth. 2) general 
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allocation funds affect economic growth. 3) the remaining excess of budget 
financing has no effect on economic growth. 4) special allocation funds affect 
economic growth. 5) capital expenditure affects economic growth. 6) local 
revenue does not moderate capital spending on the relationship between economic 
growth. 7) general allocation funds moderate capital expenditures in relation to 
economic growth. 8) the remaining excess of budget financing does not moderate 
capital spending on the relationship of economic growth. 9) special allocation 
funds moderate capital spending on the relationship of economic growth. 
Keywords: Local Own Revenue, General Allocation Fund, SiLPA, Special 




Berdasarkan  Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan 
sebagai hak,wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur 
sendiri kegiatan pemerintah.Kusnandar & Siswantoro (2012) menyatakan 
pelaksanaan otonomi daerah minitik beratkan pada daerah kebupaten dan kota 
ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah. 
Memasuki era desentralisasi fiscal sekarang ini, diharapkan adanya 
peningkatan pelayanandi berbagai sektor salahsatunya adalah sektor publik, 
dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah 
daya tarik bagi investor untukmenanamkaninvestasinya di daerah (Harianto & 
Adi, 2007). Bodman et al. (2009) menyatakan secara teoritis desentralisasi fiscal 
adalah devolusi tanggung jawab fiscal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan 
ekonomi.Faridi (2011) menyatakan bahwa fungsi utama dari desentralisasi fiskal 
adalah untuk meningkatkan efisinsi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan 
ekonomi jangka panjang dan pengembangan. Vo (2009) dalam penelitianya 
menyatakan  jikadesentralisasi memiliki tidak hanya nilai administratif tetapi juga 
dimensi sipil karena meningkatkan kesempatan bagi warga untuk mengambil 
minat dalam  urusan publik itu membuat mereka terbiasa dengan  menggunakan 
kebebasaan. Sementara itu, Malik et al. (2006) menyatakan bahwa desentralisasi 
struktur fiscal suatu  negara adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 
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Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian 
daerah adalahdenganmengoptimalkan potensi pendapatan daerah  yaitu 
memberikan proporsi alokasi belanja daerah  yang  lebih tinggi pada sektor-sektor 
yang dianggap produktif (Nugroho,2012). Belanja modal didefinisikan sebagai 
pengeluaran anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat 
memberikan dampak positif  lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).  Darwanto & Yustikasari 
(2007) menyatakan  salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan melakukan 
pengeseran pada komposisi belanja. 
Unndang-Undang  No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum didefinisikan 
sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang 
dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan 
kelengkapan rumah tangga daerahnya. 
Sumber pendanan lainnya untuk alokasi belanja modal/daerah penyediaan 
berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa 
Lebih Pembiayaan  Anggaran (SiLPA)  tahun anggaran sebelumnya. Menurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NOMOR 13 TAHUN 2006. 
 Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 
kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan 
menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama 
dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, 
kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan 
terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan 
yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. 
1.1 Kajian Teori 
1.1.1Teori Keagenan 
Teori keagenan menyatakan bahwa hububgan merupakan sebuah 
persetujuan (kontrak) dia antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana 
prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas 
nama prinsipal (Jansen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenann, 
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terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga 
mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi 
kepentingan prinsipal.Teori keagenanberusaha menjelaskan hubungan 
antara agen dan prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. 
1.1.2 Teori Kontijensi 
Hanu (2006)  menyatakan teori kotijensi berdasarkan pada pemikiran 
bahwa secara universal, tidak terdapat sistem akuntansi manajemen yang 
tepat penerapannya dapat dilakukan  pada organisasi. Teori kontijensi  
diskriptif membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara 
satu situasi dengan situasi lainnya, sementara teori kontijensi yang 
prespektif membahas perilaku yang paling efektif dalam setiap jenis situasi 
(Yuki,2010). 
1.1.3 Teori Pilihan Rasional 
Teori pilihan rasional adalah sebuah konsep yang menjelaskan 
bagaimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan arau 
yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata 
lain memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. Meskipun  
teori ini berakar pada ilmu ekonom, tetapi dalam perkembangannya 
teoriini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada 
berbagai macam disiplin ilmu termasuk di dalamnya bagaimana 
menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah dalam  perumusan kebijakan publik. 
1.2 Teori Fiscal Federalism 
Teori fiscal federalism menjelaskan bahwa sebuah pertumbuhan ekonomi 
diperoleh dengan desentralisasi fiscal melalui pelaksanaan otonomi daerah. 
Desentralisasi fiscal merupakan pelimpahan kewenagan terkait dengan 
pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata,2002). 
Meggi dan Ladurner (2009) menyatakan bahwa New Perspective Thepry of Fiscal 
Federalism  lebih menekankanuntuk melihat ke dalam setiap keputusan politik 
yang diambil oleh pemerintah, bagaimana pemerintah (eksekutif dan  legislatif) 
berperilaku, berperan dan berfikir beserta lembaga lembaga mereka. 
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Berdsarkan latar belakang masalah dan kajian teori diatas, maka rumusan 
hipotesis penelitian ini adalah: 
Ha.1 : Pendapatan Asli Daerah  secara parsial berpengaruh terhadap Belanja 
Modal 
Ha.2 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Ha.3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Ha.4 : Dana Alokasi Khusus  secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Ha.5 : PDRB(product domestic bruto) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Modal 
Ha.6 : semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan pengaruh positif 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 
Ha.7 : semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi tidak akan berpengaruh sama sekali 
pada Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 
Ha.8 : semakin tinggi prtumbuhan ekonomi tidak akan berpengaruh sama Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran sama sekali terhadap  terhadap Belanja 
Modal 
Ha.9 : semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan pengaruh positif 
Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. 
 
2. METODE  
Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dariLaporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sampai 2016. Serta Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014-2016 yaitu 
dihitung dengan menggunakan tabel Pendapatan DomestikRegional Bruto 
(PDRB). Populasi dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, SiLPA, DAK, 
Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal di Kabupaten di provinsi Jawa Tengah 
2014-2016 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kotamadya atau jumlah obyek 
populasinya adalah 35 kabupaten/kota. Metode sampel yang digunakan adalah 
sampel jenuh, sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
6 
 
Sehingga sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 35x3 tahun 
atau sebanyak 105 sampel. Hasil lengkap pengambilan sampel penelitian ini 
adalah semua Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. 
Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan 
uji hipotesis yang menggunakan Moderated regression Analysis (MRA). MRA 
merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan 
mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen 
(Ghozali,2011: 150). Data yang digunakan adalah data skunder yaitu diperoleh 
dari direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan  Republik 
Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2014-2016. 
3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan dana alokasi khusus dengan belanja 
modal sebagai variabel moderating. Data yang digunakan adalah data sekunder 
dengan melihat laporan realisasi dan laporan pdrb atas harga konstan pada tahun 
2014-2016. Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Belaja 
dan www.bps.go.id/jateng dengan melihat laporan Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus,Belanja 
Modal dan PDRB (product domestic regional bruto) periode 2014 sampai dengan 
2016. Pemilihan sampel ini menggunakan sampel jenuh karena semua data atau 
semua variabel digunakan untuk sampel. Pengambilan sampel ini dijelaskan pada 
tabel berikut: 
Tabel 1. Proses Pengambilan sampel 
Keriteria Jumlah 
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kbupaten/ Kota di 
Provinsi Jawa Tengan tahun 2014-2016 
(35x3) 
105 
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang tidak menerbitkan LRA 





Data yang memenuhi keriteria 102 
 
Tabel 2. Analisis Deskriptif 
Berdasarkan analisis statistic pada tabel 4.2, variabel dependen pertumbuhan 
ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 0.03 dan nlai maksimum sebesar 
0.24.nilai rata-rata (mean) pada variabel dependen adalah 0.0543, berarti rata-rata 
kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2014-2016 memiliki kebutuhan sebesar 
0.0543. 
Pendapatan asli daerah(PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2014-2016 memiliki rata-rata (mean) sebesar 247.9249 dengan nilai 
minimum 1.14 terdapat pada kota pekalongan dan nilai maksimumnya sebesar 
541.00 terdapat pada kota semarang. 
Dana alokasi umum (DAU) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2014-2016 memiliki rata-rata (mean) sebesar 513.3623 dengan nilai 
minimum 1.00 terdapat pada kota salatiga dan dengan nilai maksimum 996.00 
yang terdapat pada kabupaten banyumas. 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
PDRB 102 .03 .24 .0543 .01899 
PAD 102 1.14 541.00 247.9249 80.08446 
DAU 102 1.00 996.00 513.3623 399.80395 
SiLPA 102 1.05 913.00 257.0201 125.64408 
DAK 102 4.00 413.00 122.7059 97.67167 
BM 102 52.00 844.00 317.8824 155.55320 
X1xBM 102 872.65 362076.00 81629.0593 58097.81682 
X2xBM 102 166.79 577215.00 147159.5704 1.45010E5 
X3xBM 102 763.03 730400.00 92228.9610 98312.14428 
X4xBM 102 944.00 284170.00 45605.7745 52314.68957 
Valid N (listwise) 102     
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Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2014-2016 memiliki rata-rata (mean) sebesar 257.0201 
dengan nilai minimum 1.05 tedapat pada kota magelang dan nilai maksimumnya 
sebesar 913.00 kabupaten kudus. 
Dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2014-2016 memiliki rata-rata (mean) sebesar 122.7059 dengan nilai 
minimum 4.00 terdapat pada kota tegal dengan nilai maksimum 413.00 pada 
kabupaten wonosobo 
Belanja Modal (BM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 
2014-2016 memiliki rata-rata (mean) sebesar 317.8824 dengan nilai minimum 
52.00 terdapat pada labupaten rembang dengan nilai maksimum sebesar 844.00 
yang terdapat pada kota semarang. 
Untuk pendapatan asli daerah memoderasi belanja modal dikabupaten /kota 
di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai minimum sebesar 872.65 dengan nilai 
maksimumnya 362076.00 disini pendapatan asli daerah memoderasi belanja 
modal mempunyai rerata 81629.0593. 
Untuk dana alokasi umum memoderasi belanja modal dikabupaten /kota di 
Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai minimum sebesar 116.79 dengan nilai 
maksimumnya 577215.00 disini dana alokasi umum memoderasi belanja modal 
mempunyai rerata 147159.5704. 
Untuk sisa lebih pembiayaan anggaran memoderasi belanja modal 
dikabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai minimum sebesar 
763.03 dengan nilai maksimumnya 730400.00 disini sisa lebih pembiayaan 
anggaran memoderasi belanja modal mempunyai rerata 92228.9610. 
Untuk dana alokasi khusus memoderasi belanja modal dikabupaten /kota di 
Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai minimum sebesar 944.00 dengan nilai 
maksimumnya 284170.00 disini dana alokasi khusus memoderasi belanja modal 




Tabel 3.Uji Normalitas 
        Persamaan 1 
 Unstandardized Residual Keterengan 
N 102  
Kolmogorov-Smirnov Z 0.136 Data Tidak 
terdistribusi 
Normal 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000  
 
Persamaan 2 
 Unstandardized Residual Keterengan 
N 102  
Kolmogorov-Smirnov Z 0.074 Data 
terdistribusi 
Normal 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.191  
 
Berdasarkanhasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukan bahwa pada 
persamaan satu nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar sebesar 0, 136 dengan nilai 
signifikan atau asymp. sig (2-tailed) 0,00 lebih kecil dari 0,05 (p-value 0,05). Dan 
untuk persamaan dua nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar sebesar 0, 074 dengan 
nilai signifikan atau asymp.sig (2-tailed) 0,191 lebih besar dari 0,05 (p-value 
0,05).  Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data residual model regresi 
dalam penelitian pada persamaan satu tidak terdistribusi normal sedangkan pada 
persamaan dua  ini terdistribusi normal. 
Tabel 4.Uji Multikoleniaritas 
Persamaan 1 
Model Tolerance VIF Keterangan 





0.735 1.361  
Dana alokasi 
umum 




0.672 1.489  
Dana alokasi 
khusus 
0.812 1.231  
 
Persamaan 2 
Model Tolerance VIF Keterangan 
Pendapatan 
asli daerah 
0.511 1.955  
Dana alokasi 
umum 




0.642 1.558 Bebas Multikoleriaritas 
Dana alokasi 
khusus 
0.716 1.396  
Belanja 
Modal 
0.367 2.722  
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan 
bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di 




Tabel 5. Uji Heterokesdastisitas 
Persamaan 1 
Variabel T Sig. 
Pendapatan asli daerah 3.892 0.000 
Dana alokasi umum 2.832 0 .006 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran 
-0.066 0 .947 
Dana alokasi khusus 0.321 0 .749 
Belanja Modal -3.110 0 .002 
 
Persamaan 2 
Variabel T Sig. 
PAD x BM -3.482 .001 
DAU x BM -1.281 .203 
SiLPA x BM 3.928 .000 
DAK x BM -1.426 .157 
 
Hasilperhitungan tersebut menunjukkan bahwa persamaan satu variabel 
dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran serta dana alokasi khusus 
mengalami data yang terdetekksi oleh heterokesdastisitas karena data 
signifikansinya lebih dari 0,05, sedangkan pendapata asli daerah dan belanja 
modal bebas dari heterokesdastisitas karena kurang dari 0,05. Untuk persamaan 
dua variabel dana alokasi umum memoderasi belanja modal dan dana alokasi 
khusus memoderasi belanja modal mengalami heterokesdastisitas karena 
signifikansinya ebih dari 0,05, untuk sisa lebih pembiayaan anggaran dan 
















Berdasarkan output diatas diperoleh nilai durbin Watson yang djelaskan 
pada persamaan satu sebesar 1.544 < 1759 dan persamaan dua sebesar 1.721 < 
1.759, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas 
terdapat gangguan autokorelasi. 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat ditunjukan hasil 
rangkuman analisis regresi linear berganda seperti pada tabel berikut: 





B Std. Error 
(Constant) 0.047 0.002 24.624 0.000 
Pendapatan Asli Deaerah 7.573E
-6 
0.000 2.500 0.014 
Dana Alokasi Umum 5.085E 0.000 1.965 0.052 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 .364a .133 .097 .00496 1.544 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 













0.000 -0.709 0.480 
Dana Alokasi Khusus -
4.290E
-6 
0.000 -0.762 0.448 
 
Persamaan 2 




B Std. Error 
(Constant) 0.054 0.004 14.462 0.000 
Pendapatan Asli Deaerah 2.375E
-5 
0.000 2.007 0.048 
Dana Alokasi Umum -
1.109E
-5 
0.000 -2.097 0.039 




0.000 0.606 0.546 
Dana Alokasi Khusus 4.184E
-5 




0.000 -3.482 0.001 
PAD x BM -
1.751E
-8 
0.000 -1.281 0.203 
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DAU x BM 5.989E
-8 
0.000 3.928 0.000 
SiLPA x BM -
2.170E
-8 
0.000 -1.426 0.157 
DAK x BM -
1.118E
-7 
0.000 -3.001 0.003 
 
Pada penelitian ini menggunaka dua model regresi berganda yang 
pertama menjelaskan sebelum terjadinya moderasi dan yang kedua 
menjelaskan  setelah terjadinya moderasi, penjelasannya sebagai berikut: 
PDRB= 0.047 + 7.573E-6PAD + 5.085E-6DAU - 2.889E-6SiLPA - 
4.290E-6DAK + e 
Hasil interpretasi untuk persamaan regresi diatas adalah: 
a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 0,047 dengan parameter 
positif. Hal ini menunjukan bahwa jika pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran, dana alokasi khusus 
serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel control dianggap konstan 
maka besaran pertumbuhan disetiap daerah aka nada peningktan. 
b. Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 7.573 dengan 
parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan 
terhadap pendapatan asli daerah dengan kontrol dari pertumbuhan 
ekonomi, namun tanpa dipengaruhi variabel lainnya maka, akan 
mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan disetiap 
daerah. 
c. Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 5.085 dengan parameter 
positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap dana 
alokasi umum dengan kontrol dari pertumbuhan ekonomi, namun tanpa 
dipengaruhi variabel lainnya maka, akan mengakibatkan terjadinya 
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peningkatan pada pertumbuhan/pembiayaan dari setiap daerah 
meningkat dengan signifikan. 
d. Koefisien regresi sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar -2.889 
dengan parameter negative. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi 
penurunan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran dengan control dari 
pertumbuhan ekonomi, namun tanpa dipengaruhi variabel lainnya 
maka, akan mengakibatkan adanya sebuah penurunan pada 
pertumbuhan didaerah atau kota tersebut. 
e. Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar -4.290 dengan parameter 
negative. Hal ini dapat diartikan setiap penurunan pada dana alokasi 
khusus dengan control variabel pertumbuhan ekonomi , namun tanpa 
dipengaruhi oleh variabel lainnya maka, akan terjadi sebuah penurunan 
baik pendanaan maupun pembangunan pada daerah tersebut. 
PDRB = 0.054 + 2.375E-5PAD - 1.109E-5DAU + 5.812E-6SiLPA + 
4.184E-5DAK - 4.442E-5BM - 1.751E-8PADxBM + 5.989E-
8DAUxBM - 2.170E-8SiLPAxBM - 1.118E-7DAKxBM + e 
Hasil interpretasi untuk persamaan regresi diatas adalah: 
a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 0,054 dengan parameter 
positif. Hal ini menunjukan bahwa jika pendapatan asli daerah, 
danaalokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran, dana alokasi 
khusus serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel control dianggap 
konstan maka petumbuhan disetiap daerah akan naik secara signifikan. 
b. Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 2,375 dengan 
parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan 
terhadap pendapatan asli daerah dengan kontrol dari pertumbuhan 
ekonomi, namun tanpa dipengaruhi variabel lainnya maka, akan 
mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pendapatan asli daerah. 
c. Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar -1.109 dengan parameter 
negatif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi penurunan terhadap dana 
alokasi umum dengan kontrol dari pertumbuhan ekonomi, namun tanpa 
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dipengaruhi variabel lainnya maka, akan mengakibatkan terjadinya 
penurunan pada dana alokasi umum. 
d. Koefisien regresi sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 5.812 dengan 
parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan 
terhadap konservatisme akuntansi dengan kontrol dari sisa lebih 
pembiayaan anggaran , namun tanpa dipengaruhi variabel lainnya maka, 
akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada sisa lebih pembiayaan 
anggaran. 
e. Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 4.184 dengan parameter 
positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap dana 
alokasi khusus dengan kontrol dari pertumbuhan ekonomi, namun tanpa 
dipengaruhi variabel lainnya maka, akan mengakibatkan terjadinya 
peningkatan pada dana alokasi khusus. 
f. Koefisien regresi belanja modal sebesar -4.442 dengan parameter 
negatif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi penurunan terhadap belanja 
modal  dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel control, namun 
tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya maka, akan mengakibatkan 
penurunan pada pendanaan kegiatan pada setiap daerah. 
g. Koefisien regresi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus 
memodersi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi karena 
signifikannya lebh kecil dari p (value) 
h. Koefisien regresi pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan 
anggaran tidak bisa memoderasi hubungan belanja modal terhadap 
pertumbuhan ekonomi karena signifikannya lebih besar dari p(value) 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
Hasil dari penelitian ini menunjukan 1) pendapatan asli daerah berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) dana alokasi umum berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 3) sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 4) dana alokasi khusus berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. 5) belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 6) pendapatan asli daerah tidak memoderasi belanja modal terhadap 
hubungan pertumbuhan ekonomi. 7) dana alokasi umum memoderasi belanja 
modal terhadap hubungan pertumbuhan ekonomi. 8) sisa lebih pembiayaan 
anggaran tidak memoderasi belanja modal terhadap hubungan pertumbuhan 
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